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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap
dalam penertiban bengkel umum, implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap
dalam menata bengkel umum, serta hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan menata
bengkel umum.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian sekaligus menjadi
informan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai
pelaksana dalam proses penertiban bengkel umum dan juga masyarakat atau pemilik bengkel
umum yang terkena dampak penertiban. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam
penelitian ini digunakan cara cross check. Dalam cross check data, peneliti menggunakan
sumber data hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan pemilik
bengkel umum serta dari peraturan-peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penertiban bengkel umum di Kabupaten Cilacap
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 pasal 51 sampai
dengan pasal 53 yang ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum
kendaraan bermotor. Implementasi kebijakan tersebut berjalan kurang maksimal dengan masih
sedikitnya bengkel yang terdaftar serta masih lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan.
Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut adalah keterbatasan jumlah
tenaga kerja yang ada dalam dinas tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah
Kabupaten Cilacap.
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